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ABSTRACT
THE IMPLEMENTATION OF DEVELOPMENT POLICY OF THE ACTIVE STAND-BY
VILLAGES
(STUDY THE DECISION THE MINISTER OF HEALTH INDONESIAN NUMBER
1529/MENKES/SK/2016 AT KOTAWARINGIN BARAT REGENCY)

ARIF SUSANTO
MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION, TERBUKA UNIVERSITY
aritdiskeskobar« gmail.com
Key Word : Autonomy. Stand-Bv Villages, Empowerment And Habitual For Life Health

The aim of the research want to know implementation of development policy of the
active stand-by villages. The background of research above several successful and failure
the villages to develop active stand-by villages. The aim this research to know
implementation of policy to develop active stand-by villages, how long application the
guidance to development villages and active family. The other.case which know to see
inhibite factor and booster factor above the implementation-to development policy active
stand-by villages and role decision maker on the operating to development active stand-by
villages programe.

This research is kind applied research or field research the cualitative approach
which decription result the experience performance programe.This research result are
describe implemantation stand-by villages. at Kotawaringin Barat regency achieve 56
percent (%) and has to threaten refer on guidance technis, but same basic situation not yet
implementated. The factor which booster to development stand-by active villages that
effort empowerment will dig up‘society potention which supported by basic health service
demand. The right motivation and respect from government decision maker on the
villages, together true: perception about esencial development stand-by villages, was
develop participation from decision maker and society.

The other side failued or inhibite factor development stand-by villages they are
whether perception of stand-by villages on practice structure or concept for decision maker
give effect weakly supported unbuilding coordination team and team work (Pokjanal) at
regency will give effect for weakly coordination, sinergisme and synchronization the other
sector decision maker. Failure advocation and limited accses knowledge transformation on
understand villages because human resource factor (SDM) wheither provider about low
motivation from employer of healthy either the decision maker to understand the stand-by
villages concept on practice structure. Limited human resource (SDM) give effect double
jobs so that reduce the performe study village programe.

Conclution from this research is the active stand-by village the implemention programe in
Kotawaringin Barat regency has followed the introduction technice programe. But the
performance of programe not enough about implementation on the field with performance
and Indicator target. To improve the performance programe need new strategic
communication intens and adequate advocation with the other stake holder.
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ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DESA DAN
KELURAHAN SIAGA AKTIF
(STUDI KEPMENKES RI NO 1529/ MENKES/SK/X/2010
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT)

Arif Susanto
Program Magister Administrasi Publik
Universitas Terbuka
aritdiskeskobar« gmail.com
Kata Kunci : Kemandirian, Pemberdayaan, Perilaku Hidup Sehat

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi kebijakan pengembangan
Desa dan Kelurahan Siaga. Penelitian ini dilatar belakangi atas beberapa keberhasilan dan
kegagalan desa dan kelurahan dalam mengembangkan desa siaga. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui implementasi kebijakan pengembangan desa siaga, sejauh mana
Pedoman Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktit dilaksanakan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian”terapan atau penelitian lapangan dengan
pendekatan kualitatif yang mendeskripsikan hasil temuan terhadap pelaksanaan program.
Hasil penelitian menggambarkan bahwa implementasi desa dan kelurahan siaga di
Kabupaten Kotawaringin Barat mencapai 56% dan telah mengacu pada pedoman teknis,
namun beberapa hal pokok dalam tahapan-banyak yang belum dilaksanakan. Faktor yang
mendorong pengembangan desa dati kelurahan siaga aktif bahwa upaya pemberdayaan ini
akan menggali potensi masyarakat yang didukung tuntutan kebutuhan pelayanan
kesehatan dasar. Tingginya motivasi dan respek pemangku kepentingan baik pada
pemerintah desa dan kelurahan, serta persepsi yang benar akan esensi pengembangan desa
siaga telah mendorong partisipasi dari para pemangku kepentingan dan masyarakat.

Disisi lain kegagalan atau faktor yang menghambat pengembangan desa siaga antara lain
persepsi desa dan kelurahan siaga dalam tatanan praktis maupun konsep bagi para
pemangku kepentingan berdampak pada lemahnya dukungan. Belum terbentuknya Tim
Koordinasi dan Pokjanal Kabupaten berdampak pada lemahnya koordinasi, sinergisme dan
sinkronisasi lintas sektoral/ pemangku kepentingan.

Kegagalan advokasi dan faktor keterbatasan akses transformasi pengetahuan dalam
memahami desa dan kelurahan juga dikarenakan faktor SDM baik pada pihak provider
motivasi petugas kesehatan yang rendah maupun para pemangku kepentingan dalam
mencerna konsep desa siaga dalam tatanan praktis. Banyaknya tugas rangkap akibat
keterbatasan SDM kesehatan juga menurunkan kinerja program desa dan kelurahan siaga
aktif.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah implementasi desa dan kelurahan siaga aktif
di Kabupaten Kotawaringin Barat telah mengacu pedoman teknis dan belum sepenuhnya
terlaksana sesuai kriteria desa dan kelurahan siaga aktif. Saran yang diberikan perlu
upaya pencapaian indikator dan kriteria desa siaga menurut pedoman teknis sebagai acuan
mengembangkan desa dan kelurahan siaga aktit dan meningkatkan komunikasi/ advokasi.
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BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori Implementasi dan Kebijakan Publik
1. Definisi Implementasi Kebijakan Publik
Pengertian Implementasi yang dikemukakan oleh Solikhin Abdul

wahab dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan - dari Formulasi
ke Implementasi Kebijaksanaan Negara adalah sebagai berikut :
“Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-
individu atau pejabat-pejabat kelompok pemerintah atau swasta yang
diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam
keputusan-keputusan kebijakan’ (-Wahab, 2012 ).
Dari pengertian tersebut implementasi sudah menggambarkan kegiatan-
kegiatan atau langkah-langkah proses dalam rangka mencapai tujuan
kebijakan, .baik dalam rangka melakukan sesuatu atau dalam tidak

melakukan sesuatu sekalipun.

Sedangkan Kebijakan Publik menurut William Dunn ( dalam
Kismartini 2010 :1.8) Kebijakan Publik adalah sebagai berikut;
“Kebijakan Publik adalah Pola ketergantungan kompleks dari pilihan-
pilihan kolektif yang saling tergantung. termasuk keputusan untuk tindak
bertindak , yang dibuat oleh Badan atau Kantor pemerintah™

Thomas R Dye ( dalam Kismartini 2010: 1.8, ) mengemukakan

kebijakan publik sebagai apapun pilihan pemerintah untuk melakukakan
atau tidak melakukan . Dalam mencapai tujuan Negara pemerintah perlu

11
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mengambil langkah tindakan yang dapat berupa melakukan atau tidak
melakukan sesuatu. Tidak melakukan suatu apapun merupakan suatu
kebijakan publik karena merupakan upaya pencapaian tujuan dan pilihan
tersebut memilki dampak yang sama besarnya dengan pilihan langkah
untuk melakukan sesuatu terhadap masyarakat.

Sefain itu George C. Edwards [ dan Sharkansky ( dalam Kismatini,
2010 ) mendefinisikan :

Kebijakan publik adalah apa yang dinyatakan dilakukan atau tidak
dilakukan oleh pemerintah yang dapat ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan atau dalam policy statement yang berbentuk
pidato-pidato dan wawancara yang diungkapkan pejabat politik dan
pejabat pemerintah yang segera ditindak lanjuti dengan program-
program atau tindakan pemerintah.

Pendapat Edward sejalan dengan pendapat Thomas R Dye dimana sebuah
kebijakan dapat diartikan melakukan sesuatu, atau tidak melakukan
sesuatu dalam menghadapi focus ataupersoalan.

Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan (dalam Kismartini, 2010)
memandang bahwa :

Kebijakan publik ~sebagai pengalokasian nilai masyarakat yang
dilakukan pemerintah-sementara James Anderson berpendapat bahwa
kebijakan publik-adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh
badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.

Hubungan antara kebijakan publik dengan kepentingan  publik
mengandung pengertian bahwa kebijakan publik tersebut berasal dari
publik, disusun oleh publik dan berlaku untuk publik, oleh karena itu
kebijakan publik sangat erat dengan kepentingan publik.

Menurut Yehezkel Dror ( Abdul Wahab : 2011 : 49-56 ) bahwa ciri
dari kebijakan publik terdiri dari 12 macam antara lain :

1. Sangat kompleks

2. Prosesnya bersifat dinamis

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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3. Komponen-komponennya beraneka ragam

4. Peran masing-masing sub sektor berbeda

5. Memutuskan

6.  Sebagai pedoman umum

7. Untuk mengambil tindakan

8.  Diarahkanpada masa depan

9. Secara formal untuk mencapai tujuan tertentu
10.  Apa yang tercermin dalam kepentingan umum

11. Dilakukan dengan cara sebaik mungkin.

2. Teori Implementasi Kebijakan

Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi
kebijakan tentang pengembangan desa siaga adalah teori yang
dikemukakan oleh George C. Edwards llI. Dimana implementasi dapat
dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat
agar implementasi. kebijakan dapat berhasil, menurut George C. Edwards
IIl ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu Komunikasi
(Communications), Sumber Daya (resources), sikap (dispositions atau
attitudes) dan struktur birokrasi (bureucratic structure)

Ke empat faktor di atas harus dilaksanakan secara simultan karena
antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat. Tujuan kita
adalah meningkatkan pemahaman tentang implementasi kebijakan.
Penyederhanaan pengertian dengan cara membreakdown (diturunkan)

melalui  eksplanasi  implementasi kedalam komponen  prinsip.
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Implementasi kebijakan adalah suatu proses dinamik yang mana meliputi
interaksi banyak faktor. Sub kategori dari faktor-faktor mendasar
ditampilkan sehingga dapat diketahui pengaruhnya terhadap implementasi.
(Mulyono, Artikel Model implementasi kebijakan menurut George
Edward 111)

Diagram : Dampak langsung dan tidak langsung dalam Implementasi
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Sumber : George {1 Edward :implemeting public policy, 1980 (Mulyono)

Faktor -faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan menurut
George C. Edwards I1l sebagai berikut :
a. Komunikasi

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-
tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab
dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan
kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan

para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan
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tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementors mengetahui secara
tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi
merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa
menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarluaskannya.

Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan
interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa
yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus
mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya
implementasi kebijakan harus diterima oleh semua.personel dan harus
mengerti secara jelas dan akurat mengenahi maksud dan tujuan kebijakan.
Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi
kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesunguhnya yang akan
diarahkan. Para implemetor kebijakan bingung dengan apa yang akan
mereka lakukan sehingga. jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil
yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada para implementor
secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan.
b. Sumberdaya

Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsisten implementasi
program dan bagaimana akuratnya komunikasi dikirim. Jika personel yang
bertanggungjawab untuk melaksanakan program kekurangan sumberdaya
dalam melakukan tugasnya. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah
staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk
mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait

dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa
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program dapat diarahkan kepada sebagaimana yamg diharapkan, serta
adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan
kegiatan program seperti dana  dan sarana  prasarana.
Sumberdaya manusia yang tidak memadahi (jumlah dan kemampuan)
berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena
mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf
pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan
skill’lkemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu
perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja
program. Ketidakmampuan pelaksana program ini disebabkan karena
kebijakan pengembangan desa dan kelurahan siaga aktif merupakan hal
yang baru bagi mereka dimana dalam melaksanakan program ini
membutuhkan kemampuan yang khusus, paling tidak mereka harus
menguasai teknik-teknik pemberdayaan masyarakat.

Informasi merupakan.sumberdaya penting bagi pelaksanaan kebijakan.
Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenahi bagaimana cara
menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksana harus mengetahui
tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung
kepatuhan kepada peraturan pemerintah dan undang-undang. Kenyataan
dilapangan bahwa tingkat pusat tidak tahu kebutuhan yang diperlukan para
pelaksana dilapangan. Kekurangan informasi/pengetahuan bagaimana
melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi langsung seperti pelaksana
tidak bertanggungjawab, atau pelaksana tidak ada di tempat kerja sehingga

menimbulkan inefisien. Implementasi kebijakan membutuhkan kepatuhan
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organisasi dan individu terhadap peraturan pemerintah yang ada.
Sumberdaya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk menentukan
bagaimana  program  dilakukan, kewenangan untuk  membe
lanjakan/mengatur keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staf,
maupun pengadaan supervisor. Fasilitas yang diperlukan untuk
melaksanakan kebijakan/program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan,
serta dana yang mencukupi. Tanpa fasilitas ini mustahil program dapat
berjalan.
c. Disposisi atau Sikap

Salah satu faktor yang mempengaruhi® éfektifitas implementasi
kebijakan adalah sikap implementor. Jika implemetor setuju dengan
bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan
senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat
kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.
Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan ; kesadaran
pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah
penerimaan. atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para
pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun
seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara
tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara
sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program.
Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam
mencapai  sasaran program. Dukungan dari pimpinan sangat

mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif
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dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah Menempatkan
kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan
orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan
daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain.
Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif
bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara
total dalam melaksanakan kebijakan/program.
d. Struktur Birokrasi
Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan
dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-
norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-
badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata
dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Van Horn
dan Van Meter menunjukkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh
terhadap suatu organisasi dalam implementasi kebijakan, yaitu:
. Kompetensi‘dan ukuran staf suatu badan;
2. Tingkat pengawasan hirarkhis terhadap keputusan-keputusan sub unit
dan proses-proses dalam badan pelaksana;
3. Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan di antara
anggota legislatif dan eksekutif);
4. Vitalitas suatu organisasi;
5. Tingkat komunikasi “terbuka”, yaitu jaringan kerja komunikasi

horizontal maupun vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang
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secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar
organisasi;
6. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat
keputusan atau pelaksana keputusan.
Bila sumberdaya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para
implementor mengetahui apa yang harus dilakukan , implementasi masih
gagal apabila struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang
diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang komplek
membutuhkan kerjasama banyak orang, serta pemborosan sumberdaya
akan mempengaruhi hasil implementasi. Perubahan yang dilakukan
tentunya akan mempengaruhi individu - dan secara umum akan
mempengaruhi sistem dalam birokrasi ( Mulyono , Artikel, Model-model

Implementasi Kebijakan Menurut Goerge Edward I11).

B. Teori Pemberdayaan, Partisipasi Masyarakat, Komunikasi, Advokasi,
Persepsi dan Pengembangan Masyarakat dalam Bidang Kesehatan

1. Pemberdayaan Masyarakat dalam Promosi Kesehatan

Konsep pemberdayaan mengemuka sejak dicanangkanya strategi

global WHO tahun 1984 yang ditindaklanjuti dengan rencana aksi dalam
piagam Ottawa (1986). Dalam deklarasi tersebut dinyatakan tentang
perlunya mendorong terciptanya a) terciptanya kebijakan berwawasan
kesehatan, b) lingkungan yang mendukung, c) reorientasi dalam pelayanan
kesehatan ¢) Keterampilan individu dan d) gerakan masyarakat.

Pemberdayaan dapat didefinisikan sebagai :

19
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a. To give power or Authority ( memberikan kekuasaan, mengalihkan
kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain,

b. To give ability to or enable ( upaya untuk memberikan kemampuan
atau keberdayaan.

Dengan demikian maka pemberdayaan sebagai suatu proses aktif , dimana

masyarakat yang diberdayakan harus berperan aktif dalam berbagai

kegiatan.
Beberapa perkembangan adopsi pemberdayaan dalam konsep promosi
kesehatan terdapat beberapa tonggak sebagai berikut :

a. Piagam Ottawa (1986) menyatakan bahwa © partisipasi adalah elemn
utama dalam definisi kesehatan.

b. Wallerstein dab Bernestein (1988)n  pemberdayaan masyarakat
diadopsi kedalam promosi = kesehatan sebagai upaya untuk
meningkatkan efektivitas =~ program dan menjaga kelestarian
(sustainability )«program.

c. Nutbeam (1998) mengatakan bahwa pemberdayaan adalah inti dari

promosi kesehatan.

Menurut Suyono ( dalam Soekijo, 2005:255) mengatakan paling tidak
ada tiga syarat dalam proses pemberdayaan masyarakat antara lain :
a. Kesadaran, kejelasan, serta pengetahuan tentang apa yang akan

dilakukan.
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b. Pemahaman yang baik tentang keinginan berbagai pihak (termasuk
masyarakat) tentang hal apa, dimana, dan siapa yang akan
diberdayakan.

c. Adanya kemauan dan keterampilan kelompok sasaran untuk
menempuh proses pemberdayaan.

Disisi lain dalam pemberdayaan kesehatan Hubley (2002) mengatakan
bahwa pemberdayaan kesehatan ( health empowerment ) , melek /sadar
kesehatan (health literacy) dan promosi kesehatan (health promotion )
diletakkan  dalam  kerangka pendekatan yang ' Kkomperchensif.
Pemberdayaan didiskusikan dalam kerangka' bagaimana masyarakat
mengembangkan kemampuapenduduk . untuk . menolong dirinya sendiri
( self efficacy ) dari teori belajar social ( sukijo, 2005: 262)

Pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu
sebagai proses dan hasil.Sebagai hasil pemberdayaan masyarakat adalah
suatu perubahan yang signifikans dalam aspek sosial politik yang dialami
individu dan masyarakat , yang seringkali berlangsung pada waktu yang
cukup panjang , bahkan seringkali lebih dari 7 tahun ( Raeburn, 1993
dalam Sukijo : 268) sedangkan sebagai suatu proses pemberdayaan
masyarakat melibatkan komponen sebagai berikut :

a. Pemberdayaan personal

b. Pengembangan kelompok kecil

c. Pengorganisasian masyarakat

d. Kemitraan

e. Aksi sosial dan politik.
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Dengan demikian pemberdayaan masyarakat mempunyai spektrum
yang cukup luas , meliputi jenjang sasaran yang diberdayakan (level
of objects, kegiatan internal masyarakat / komunitas maupun eksternal
berbentuk kemitraan (partnerships) atau jejaring (networking ).
Beberapa pandangan tentang pemberdayaan masyarakat menurut

Ife, 1996 ( dalam Ginanjar 1997) antara lain sebagai berikut :

a. Struktural, pemberdayaan merupakan upaya pembebasan,
transformasi struktural secara fundamental, dan eliminasi struktural
atau sistem yang operesif.

b. Pluralis, pemberdayaan sebagai upaya meningkatkan daya sesorang
atau sekelompok orang untuk dapat bersaing dengan kelompok lain
dalam suatu ’rule of the game’ tertentu.

c. Elitis, pemberdayaan sebagai upaya mempengaruhi elit, membentuk
aliniasi dengan elit-elit tersebut, serta berusaha melakukan
perubahan terhadap praktek-praktek dan struktur yang elitis.

d. Post-Strukturalis, pemberdayaan merupakan upaya mengubah
diskursus serta menghargai subyektivitas dalam pemahaman realitas
sosial.

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi

yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma

baru pembangunan, yakni yang bersifat “people centred, participatory,

empowering, and sustainable” (Chambers, 1995 dalam Ginanjar ,

1997). Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi

kebutuhan dasar (basic needs) atau menyediakan mekanisme untuk
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mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (safety nef), yang
pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya
mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan di masa yang
lalu. Konsep ini berkembang dari upaya banyak ahli dan praktisi untuk
mencari apa yang antara lain oleh Friedman 1992 ( dalam Ginanjar ,
1997 : 55 ) disebut sebagai alternative development, yang menghendaki
“inclusive democracy, appropriate economic growth, gender equality
and intergenerational equaty”.

Untuk itulah nilai-nilai lokal menjadi pedoman potensi masyarakat (
Pheny Chalid : 2010: 5.16). Skema itu dapat digambarkan sebagai

berikut :

Skema 5.2. Skema Pemberdayaan Masyarakat

Local Individu
Wisdom

Sumber : Teori dan Isu Pembangunan, Modul UT

2. Partisipasi masyarakat
Partisipasi adalah peran serta aktif anggota masyarakat dalam
pengambilan keputusan, impleisimentasi program, evaluasi serta
memperoleh manfaat dari keterlibatannya dalam pembangunan program.

Partisipasi adalah suatu proses sosial dimana anggota suatu kelompok
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masyarakat yang tinggal pada wilayah goegrafis tertentu mengidentifikasi
kebutuhan-kebutuhannya, mengambil keputusan dan memantapkan
mekanisme untuk memenuhi kebutuhannya.
Studi Heller (1971) terhadap 260 orang eksekutif bisnis menunjukkan
bahwa partisipasi memberikan manfaat antara lain :
a. Meningkatkan kualitas teknis dari pengambil keputusan
b. Meningkatkan kenyamanan
¢. Meningkatkan komunikasi
d. Memberi latihan kepada bawahan
e. Memfasilitasi perubahan.
Ada tiga dimensi dalam partisipasi :
a. Keterlibatan dari semua unsur atau. keterwakilan kelompok (group
representation) dalam pengambilan keputusan.
b. Kontribusi massa sebagai pelaksana /implementator dari keputusan
yang diambil
c. Anggota masyarakat secara bersama-sama menikmati hasil dari
program yang dilaksanakan ( Sukijo, 2005:275)
Cary (1970) dalam (Soekijo 2005: hal 275) mengatakan bahwa partisipasi
dapat tumbubh jika tiga kondisi berikut terpenuhi :
a. Merdeka untuk berpartisipasi, berarti adanya kondisi yang
memungkinkan anggota-anggota masyarakat untuk berparitisipasi.
b. Mampu untuk berpartisipasi, adanya kapasitas dan kompetensi
masyarakat sehingga mampu untuk memberikan sumbang saran yang

konstruktif.
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c. Mau berpartisipasi , kemauan atau kesediaan anggota masyarakat

untuk berpartisipasi dalam program.
3. Model-model komunikasi didalam komunikasi kesehatan

Komunikasi kesehatan merupakan ilmu baru yang bersifat multidisipliner

dengan disiplin  ilmu utamanya I[Imu Komunikasi. Adapaun teori

komunikasi yang relevan dengan komunikasi kesehatan adalah sebagai

berikut :

1. Model Shanon — Weaver
Dalam model ini komunikasi dipandang sebagai suatu sistem dimana
sumber informasi (source) memilih informasi yang dirumuskan
(encode) menjadi pesan (message) dan _selanjutnya pesan dikirim
melalui  isyarat (signal) melalui saluran (chanel) kepada
penerima.Kemudian penerima menterjemahkan dan meneruskan pesan
tersebut ke tempat tujuan.

2. Model SMCR
Model SMCR.melihat proseskomunikasi berlangsung berdasarkan
keterampilan, sikap, pengetahuan dan latar belakang budaya yang
berbeda dengan sumber informasi. Pesan tersebut dikirim melalui
saluran yang melibatkan pendengaran, penglihatan, sentuhan, bau dan
rasa.Kemudian receiver mengintepretasikan pesan tersebut juga
berdasarkan keterampilan, sikap, pengetahuan dan latar belakang sosio

budaya yang berbeda (David K Berlo, dalam Soekijo 2005 : 149-150)
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3. Speech comunication model
Model ini pertama kali dikembangkan oleh Miller (1972) yang melihat
proses komunikasi terdiri dari tiga variabel yakni pembicara (speaker),
pendengar (receiver) dan umpan balik (feedback), dalam hal ini
pembicara menyampaikan pesan dengan sikap tertentu dan penerima
mengintepretasikan dengan sikap yang berbeda dan memberikan umpan
bailik kepada pembicara baik positif maupun negatif. Dengan demikian
terjadi proses komunikasi yang hidup dan dinamis.

4. Motivasi

Ada dua aliran teori motivasi yaitu motivasi 'yang dikaji dengan

mempelajari kebutuhan-kebutuhan, atau «<Content theory dan ada yang

mengkaji dengan mempelajari prosesnya atau yang disebut dengan

Process theory. Salah satu teori berdasarkan analisa kebutuhan adalah teori

kebutuhan berhirarki oelh Maslow. Teori kebutuhan merinci tingkatan

kebutuhan sebagai berikut:

1. Kebutuhan Fisiologis

2. Kebutuhan akan rasa aman

3. Kebutuhan untuk dicinta dan mencintai

4. Kebutuhan untuk dihargai

5. Kebutuhan aktualisasi diri

Motivasi seseorang dalam mengemban tugas dan melaksanakan program

akan dimungkinkan terkait dengan skala kebutuhan diatas.
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Motivasi dan advokasi yang kuat juga menghasilkan koordinasi yang kuat
dalam membangun struktur organisasi desa dan kelurahan siaga. Wibowo
2003 : halaman 334 menyatakan :

Pengkoordinasian organisasi dicapai melalui penyelarasan planning,
organizing , actuatin serta controlling dalam kegiatan manajemen . Dengan
menempatkan ke empat fungsi manajemen ini secara baik , maka akan
diperoleh koordinasi yang baik pula. Koordinasi sangat diperlukan dalam
mengelola suatu organisasi sebab :

Menghindari konflik / pertentangan

Menghindari perebutan sumber daya

Menghindari pemborosan sumber daya
Menghindarkan dualism pekerjaan

Menghindarkan bertumpuknya tugas pada seseorang
Menghindarkan kekosongan pekerjaan
Menghindarkan perasaan lepas satu sama lain
Menjamin kesatuan sikap

Menjamin kesatuan tindakan

10. Menjamin kesatuan kebijaksanaan

11. Menjamin kesatuan pelaksanaan

12. Menyadarkan bahwa masing-masing merupakan bagian dari keseluru
han

RN B PN~

5. Konsep Masyarakat dan Desa

Sehubungan dengan pembahasan tentang pemberdayaan masyarakat yang
didalamnya meliputi pengorganisasian masyarakat dan pembangunan
masyarakat , maka masyarakat selain dilihat dari aspek geografis juga
ditelaah dari aspek non geografis diantaranya dari karakteristik etnisitas,
pekerjaannya, aspirasi politiknya dan sebagainya( Fellin dalam Soekijo
Hal 256). Hal lain dikemukakan Hunter mengatakan bahwa masyarakat
dapat dipahami sebagai :

1. Unit fungsional dalam wilayah dalam wialayah tertentu yang berusaha

memenuhi kebutuhan dasarnya dalam mempertahankan kehidupan.

2. Unit interaksi sosial yang berpola
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3. Unit simbolik yang memberikan identitas kolektif.

Dalam pendapat lain Minkler dan Wallerstein mengatakan terdapat dua

kelompok teori masyarakat yaitu kelompok teori dengan perspektif sistem

ekologi dan teori dengan perspekti sistem sosial. Sistem ekologi mengarah
pada pendekatan masyarakat sebagai kesatuan individu yang tinggal
disuatu wialayah, sedangkan sistemsoaisal menjelaskan tentang sistem
pengorganisasian pada masyarakat, menggali antar subsistem dalam
masyarakat secara horizontal dan secara vertikalkepada

kelompokmasyarakat yang lebih besar (Fellin 1995)

Pengertian Desa/pedesaan menurut Sutardjo Kartohadi Kusuma (dalam

Green Leen 2012 ) mengemukakan sebagai berikut :

“Desa adalah suatu kesatuan hukum di masa hukum di mana bertempat

tinggal suatu masyarakat pemerintahan sendiri”.

Adapun yang menjadi cirri-ciri masyarakat pedesaan antara lain :

a. Di dalam masyarakat' pedesaan di antara warganya mempunyai
hubungan yang lebih mendalam dan erat bila di bandingkan dengan
masyarakat pedesaan lainya di luar batas-batas wilayahnya.

b. Sistem  kehidupan umumnya  berkelompok dengan  dasar
kekeluargaan

c. Sebagian besar warga masyarakat pedesaan hidup dari pertanian.

d. Masyarakat tersebut homogen seperti dalam hal mata pencarian ,

agama, adat istiadat, dsb.
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6. Konsep advokasi dalam program kesehatan
Advokasi secara harfiah berarti pembelaan, sokongan atau bantuan
terhadap seseorang yang mempunyai permasalahan. Menurut John
Hopkins advokasi adalah usaha-usaha untuk mempengaruhi kebijakan
publik melalui bermacam-macam bentuk komunikasi persuasif, atau suatu
upaya atau proses untuk memperoleh komitmen yang dilakukan secara
persuasif dengan menggunakan informasi yang akurat dan tepat.
Advokasi diartikan sebagai upaya pendekatan (approach) terhadap
orang lain yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan
suatu program atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Target kegiatan
advokasi adalah para pimpinan organisasi-atau.instansi dan institusi kerja
dilingkungan pemerintah, swasta dan organisasi kemasyarakatan
diberbagai jenjang administrasi. Dalam advokasi memerlukan komunikasi
yang efektif antara lain pesan yang disampaikan harus jelas, benar,
konkret, lengkap, ringkas, meyakinkan, kontektual, berani, hati-hati dan
sopan ( Soekijo, 2005 : 203-205)
7. Teori pengembangan masyarakat dan sosiologi masyarakat desa
Pengembangan masyarakat yang juga dikenal dengan pembangunan
masyarakat merupakan proses dinamis yang berkelanjutan dari masyarakat
untuk mewujudkan keinginan dan harapan hidup yang lebih sejahtera
dengan strategi menghindari kemungkinan tersudutnya masyarakat desa
sebagai penanggung ckses dari pembangunan regional atau nasional.
Pengertian tersebut mengandung makna, betapa pentingnya inisiatif lokal,

partisipasi masyarakat sebagai bagian dari model-model pembangunan
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yang dapat menyejahterakan masyarakat desa (Soelaiman, dalam

http://green-lecan.blogspot.com, 30 Oktober 2012) ). Program

pembangunan masyarakat ini tidak berpusat pada birokrasi melainkan
berpusat  pada masyarakat atau komunitasnya sendiri. Pemberian
kekuasaan pada inisiatif lokal dan partisipasi masyarakat menjadi kata
kunci dalam pembangunan masyarakat. Esensi yang terkandung dalam
pembangunan masyarakat pada hakekatnya tidak sekedar membantu
masyarakat dalam mengatasi kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi,
namun lebih dari itu pembangunan masyarakat merupakan usaha untuk
membentuk  kemandirian mereka, sehingga = dapat menghadapi
permasalahannya sendiri. (Teori dan Konsep Dasar Pengembangan

Masyarakat, hitp:/green-lecan.blogspot.com, 30 Oktober 2012).

Dalam pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa dan
kelurahan siaga aktif tidak terlepas dari kegiatan pengorganisasian, baik
organisasi formal maupun non formal. Barry Cushway mengakui
meskipun . ada  bérmacam-macam organisasi, hanya sedikit terdapat
persamaan ,.tetapi upaya membandingkan organisasi supaya mengetahui
kekurangan dan kelebihannya. Walaupun semua organisasi mempunyai
karakteristik yang khas (variasi) , semua organisasi mempunyai hal-hal
tertentu yang sama yaitu :

e Satu tujuan
¢ Suatu struktur
¢ Proses untuk mengkoordinasikan kegiatan

e Orang-orang yang melaksanakan peran-peran yang berbeda.
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Kajian terdahulu tentang pengembangan desa siaga dapat dilihat dalam

tabel dibawah ini :

Tabel. 2.1. Tabel Penelitian Terdahulu

Tengah tahun

dan

2010 . pengukurannya,
dukungan
pendanaan  dari
pemerintah
daerah dan
partisipasi

N | Nama Judul Tujuan Hasil Relevansi
0 Peneliti
[ Marhami | Pengaruh Mengetahu Tidak ditemukan | Apakah di
2010y Pembiayaan pengaruh pengaruh yang | Kabupaten
Kesehatan pembiayaan bermakna Kotawaringin
Terhadap kesehatan pembiayaan Barat Pembiayaan
Pengembanga | terhadap kesehatanterhada | Kesehatan  dapat
n Desa Siaga { pengembanga | p pengembangan |-mendukung Desa
di Kabupaten | n Desa Siaga | Desa Siaga di | Siaga aktif
Aceh Besar di Aceh Besar | aceh Besar
2 Erfan Analisis Mengetahui Desa Siaga sudah | Apakah di
Nasrullah | Pelaksanaan bentuk dilaksanakan Kabupaten
(2011 Desa Siaga di | kegiatan desa | sesuai ketentuan | Kotawaringin
Desa Kilensari | siaga namun belum ada | Barat telah
Situbondo inovasi kegiatan | dilaksanakan
berdasarkan kegiatan inovatif
masalah
3 Taufik Pelaksanaan Mengetahui Desa siaga telah | Apakah kegiatan
Nur Desa Siaga | pelaksanaan melaksanakan serupa sudah
azhar,dk | Percontohan di*| desa siaga revitalisasi dikembangkan
k (2007) | Desa Ci batu posyandu, oleh desa siaga di
pembentukan Kotawaringin
Poskesdes, Barat
Penggalangan
dana
4 Daniell P  Implementasi | Menjelaskan Implementasi Apakah di
Desa siaga | implementasi program Desa | Kabupaten
ditinjau  dari | program Desa | Siaga di wilayah | Kotawaringin
perspektit Siaga ditinjau | kerja puskesmas | Barat juga terjadi
provider dari perspektif | Layeni belum | ketidakmaksimala
provider di dapat terlaksana { n  pada  peran
wilayah kerja | dengan maksi | provider dalam
puskesmas mal. Hal ini | mengembangkan
Layeni disebabkan desasiaga
Kecamatan karena kurangnya
TNS pemahaman
Kabupaten provider tentang
Maluku kebijakan,sasaran
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masyarakat dalam
pembiayaan
kesehatan  belum
maksimal,
keterbatasan
SDM yang
mengakibatkan
bidan dan kader
kerja rangkap

tugas, J

Sehubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitian ini sebagai kajian awal
pernah dilakukan penelitian (thesis) yang dilakukan oleh Marhami, Program S2
IImu Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara. pada tahun 2010
dengan judul “ Pengaruh Pembiayaan Kesehatan Terhadap Pengembangan

Desa Siaga di Kabupaten Aceh Besar “(diunduh.dari._http:/ ‘repository.usu.ac.id

tanggal 30 Oktober 2012).

Adapun hasil penelitian menyatakan bahwa di Kabupaten Aceh Besar,
sejak 2006 sampai 2010, dari 604 'desa, baru terbentuk 188 desa siaga. Desa
Siaga merupakan gambaran masyarakat yang sadar, mau dan mampu untuk
mencegah dan mengatasi berbagai ancaman terhadap kesehatan masyarakat
seperti kurang gizi, penyakit menular dan penyakit yang berpotensi
menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB), kejadian bencana, kecelakaan, dan
lain-lain, dengan memanfaatkan potensi setempat, secara gotong royong. Jenis
penclitiannya  adalah explanatory survey untuk menganalisis pengaruh
pembiayaan kesehatan terhadap pengembangan Desa Siaga di Kabupaten Aceh
Besar Populasi dalam penelitian adalah seluruh Desa Siaga, yang berjumlah
188 desa di dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar. Besar sampel sebanyak 65
desa siaga, yang ditentukan dengan teknik simple random sampling.

Responden adalah Kepala Desa (penanggung jawab), tokoh masyarakat, kader
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Desa Siaga, pemegang kas Desa Siaga, dan tenaga kesehatan (bidan) yang
bertugas di Desa Siaga. Dari setiap desa ada 5 responden sehingga dari 65 Desa
Siaga akan diperoleh 325 responden. Data dikumpulkan dengan kuesioner dan
in-depth interview dengan petugas promosi kesehatan kabupaten dan
kecamatan. Data dianalisis menggunakan regresi linear berganda. Hasil analisis
regresi linear berganda menunjukkan bahwa semua variabel kecukupan dana,
mekanisme pengelolaan dana, kemampuan sumber daya manusia dan
pengawasan tidak berpengaruh terhadap pengembangan Desa Siaga.
Disarankan kepada Dinas Keschatan Kabupaten AcehBesar untuk dapat
memprioritaskan semua unsur yang terkait dengan pembiayaan kesehatan
termasuk didalamnya kecukupan dana,. mekanisme pengelolaan dana,
kemampuan sumber daya manusia, dan pengawasan untuk program Desa Siaga
yang berkesinambungan, untuk terlaksananya program Desa Siaga ini. Melihat
hasil penelitian perlu diteliti lebih lanjut factor apa saja yang dominan dalam
pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif mengingat faktor kecukupan
anggaran dan manajemennya tidak mempunyai pengaruh terhadap
pengembangan Desa Siaga.

Laporan penelitian yang ditulis dr. Erfan Nasrullah dkk, Puskesmas
Panarukan tentang  Analisis pelaksanaan Desa Siaga di Desa Kilensari
Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo tahun 2011 ( http:/

enasrulla.files.wordpress.com) bahwa beberapa kegiatan desa siaga telah

dilaksanakan sesuai pedoman pengembangan desa siaga, namun belum ada

inovasi program yang dicanangkan berdasarkan permasalahan riil kesehatan

yang ada di desa. Jika dinilai dari indikator proses maka pelaksanaan desa siaga
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di Desa Kilensari masih pada tahap bina dan memerlukan pembinaan intensif
dari petugas kesehatan dan petugas sektor lainnya. Peran tokoh masyarakat
termasuk kepala desa perlu ditingkatkan lagi dalam menggerakan masyarakat
berpartisipasi aktif dalam desa siaga. Dalam penelitian Implementasi Kebijakan
Program Dana Bantuan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
oleh Abdul Halim, studi di Desa Awang Besar, Kecamatan Barabai, Hulu
Sungai Tengah Progam Dana Bantuan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan
Masyarakat telah memberikan dampak cukup berarti terutama dalam
membangun kembali semangat gotong royong yang mulai terkikis dalam
pembangunan di desa. Dampak negatif yang ‘kurang membangun yaitu
ketergantungan terhadap dana bantuan yang ada sehingga kemampuan
menggali potensi di desa tidak menjadi fokus pemerintah desa. Harapan para
aparatur desa pun muncul supaya dana bantuan ini berkesinambungan atau
terus menerus. Penelitian di desa siaga percontohan Cibatu telah menunjukkan
pengaktifan komponen Desa Siaga, hal ini berbeda dengan hasil penelitian di
Maluku Tengah * yang menilai provider belum maksimal dalam
mengembangkan desa siaga yang lebih disibukkan tugas rangkap di
Puskesmas. Beberapa penelitian terdahulu mempunyai relevansi didalam

kerangka pikir penelitian ini sebagai pembanding yang relevan.

C. Kerangka Berpikir

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan

pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga di Kabupaten Kotawaringin Barat
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dan mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan implementasi
pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Kerangka pikir ini berpijak pada kajian teoritik bahwa kebijakan
pengembangan desa dan kelurahan siaga aktif sebagai upaya mewujudkan
pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan guna mewujudkan
indikator standar pelayanan minimal maupun Millennium Development Goals
(MDGs) sebagai indiaktor derajat kesehatan dan kesejahteraan rakyat. Faktor —
faktor yang mempengaruhi dalam mengembangkan desa siaga aktif meliputi
aspek manajemen khususnya dalam penggerakan, pengorganisasian,
komunikasi, latar belakang sosial budaya, pengetahuan, persepsi tentang desa
siaga, dan dukungan sumber daya baik “SDM maupun biaya dalam
mengembangkan desa dan kelurahan siaga aktif.

Diagram atau model kerangka berpikir sebagaimana diagram berikut ini :
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Pengembangan Desa dan
Kelurahan Siaga Aktif

P emberdayaan
1.Peran Stakeholder

Dinas Kesehatan,
Badan PMD,
Camat, Pimpinan
Puskesmas, Kades,
Tenaga Kesehatan
Desa, Tokoh
Masyarakat, kader

2. Advokasi

3. Komunikasi
4. Partisipai
6. Persepsi

7.Proses
pengembangan
masyarakat

Proses pengemba

ngan Desa dan <l‘::|
Kelurahan Siaga

aktif
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Pelayanan Publik

Standar Pelayanan Minimal

Bidang Kesehatan
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Faktor-faktor yang
berpengaruh dengan
implementasi
pengembangan Desa/
Kelurahan Siaga Aktif:

{G. Edwar 1)

1. Komunikasi
pemangku
Kepentingan

2. Sumber daya
pelaksana
implementasi

3. Disposisi atau sikap
pelaku
implementasi

4. Birokrasi terkait
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D. Pokok Bahasan / Definisi Operasional

I.  Implementasi adalah tahapan penerapan dan pelaksanaan suatu kegiatan
program atau aktifitas dalam rangka mencapai tujuan sebuah
kebijakanyang telah ditetapkan.

2. Kebijakan adalah suatu tindakan yang diambil pemerintah untuk
melakukan sesuatu dalam rangka mewujudkan tujuan yang telah
ditetapkan.

3. Pengembangan adalah suatu upaya dinamis dan sistematis yang dilakukan
secara berkelanjutan untuk menuju suatu hal yang lebih baik dan
meningkat.

4. Desa dan Kelurahan Siaga Aktif adalah suatu desa yang telah yang
mengggerakkan masyarakatnya sadar ;. mau dan mampu mengatasi
masalah kesehatan bersumberdaya potensi masyarakat.

5. Keputusan  Menteri Kesehatan No 1529/Menkes/SK/X/2010 adalah
kebijakan nasional.yang /mengatur penatalaksanaan pengembangan desa
dan kelurahan Siaga aktif

6. Kabupaten Kotawaringin Barat adalah satu kesatuan wilayah administrasi
dan hukum sebagai daerah otonom yangmenjalankan urusan pemerintahan
dan dikepalai oleh seorang Bupati , serta merupakan bagian dari Negara

Kesatuan Republik Indonesia berada di wilayah Kalimantan Tengah.
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BAB 111

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Metode penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan  perspektif
pendekatan analisis kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses
penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang
menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan
ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan
terinci dari pandangan. Bila dilihat dari_manfaat atau kegunaannya, maka
penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian
yang dilakukan dengan menggambarkan implementasi pengembangan desa
dan kelurahan siaga serta mendiskripsikan beberapa faktor yang berpengaruh
pelaksanaan kegiatan pengembangan desa dan kelurahan siaga yang sedang
berjalan.  Penelitian.-dengan pendekatan kualitatif  lebih menekankan
analisisnya ‘pada. proses penyimpulan induktif serta analisis terhadap
dinamika pola hubungan/keterkaitan antar fenomena yang diamati dengan
menggunakan metode ilmiah. Hal ini bukan berarti pendekatan kualitatif sama
sekali tidak membutuhkan data kuantitatif akan tetapi penekanannya tidak
pada pengujian hipotesis melainkan pada usaha menjawab pertanyaan
penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif. Dilihat dari
pendekatan analisisnya ini merupakan penelitian diskriptif. Penelitian

diskriptif melakukan analisis kualitatif hanya

38
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sampai taraf diskripsi yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara
sistematik sehingga lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.
B. Informan (Narasumber )
1. Informan sebagai sumber data
Dalam penelitian ini subyek yang telah diwawancarai sebanyak 35
orang dalam pengumpulan data dilakukan secara purposive sebagai
informan kunci antara lain para penanggung jawab lintas sektoral dalam
pengembangan Desa /Kelurahan Siaga Aktif antara lain :
a. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat
b. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat.dan Desa
c. Pengurus TP-PKK Kabupaten ~Kotawaringin Barat yang
membidangi Pokja Kesehatan
d. Camat
e. Pimpinan Puskesmas
f. Petugas Kesehatan Bidan di Desa
g. Kepala Desa
h. Tokoh masyarakat, kader kesehatan, dan masyarakat
Pemilihan informan secara purposive ini dilakukan dari tingkat pengambil
kebijakan puncak di kabupaten seperti Kepala Dinas Kesehatan, Kepala
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta lintas sektoral tingkat
kabupaten untuk mengetahui sejauh mana koordinasi sosialisasi dan
advokasi telah dilakukan. Pada pelaksanaan implementasi didapatkan
informasi dari camat, pimpinan puskesmas, kepala desa, tenaga kesehatan

di desa dan pemangku kepentingan lain ditingkat kecamatan dan desa
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sechingga telah mendapatkan gambaran hal-hal yang telah dilaksanakan
atau dilakukan sampai saat ini dan menggali informasi atas keberhasilan
atau kegagalanya.
2. Lingkup Penelitian dan lokasi Penelitian
Lingkup penelitian dibatasi pada faktor-faktor atau hal-hal yang
berhubungan atau berkaitan dengan implementasi dan pemberdayaan
dalam pengembangan desa siaga aktif di wilayah Kabupaten Kotawaringin
Barat.
3. Fokus Penelitian
Dalam rumusan sederhana variabel adalah segala sesuatu yang diteliti oleh
seorang peneliti yang memikliki variasi nilai.
Dalam penelitian ini yang menjadi fokus:. antara lain :
a. Desa Siaga aktif : yaitu desa yang secara mandiri telah melaksanakan
analisis pemecahan masalah-kesehatan melaluij :

1) Memiliki struktur organisasi desa siaga

2) Ada forum desa siaga/ musyawarah ( frekuensi )

3) Mempunyai program kegiatan dan pembiayaan.

b. Unsur Desa Siaga meliputi :

1) Koordinasi dan komunikasi

2) Potensi Desa

3) Dukungan pemerintah desa / kepala desa

4) Peran pemberdayaan masyarakat

5) Persepsi dan pemahaman para pelaku desa siaga
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C. Pedoman Wawancara

Instrumen atau alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa
pedoman wawancara mendalam dan pedoman pelaksanaan FGD. Peneliti
dalam penelitian kualitatif sebagai human instrument, berfungsi menetapkan
fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan
pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan
membuat kesimpulan atas temuannya. Cara penelitian ini adalah sebagai
berikut :

a. Peneliti mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan jumlah
desa, jumlah kader, jumlah UKBM, dengan menggunakan check list.

b. Peneliti melaksanakan pengambilan narasumber atau informan secara
purposive dengan membuat kriteria khusus untuk menentukan informan
yang di wawancarai menggunakan intrumen wawancara untuk masing
masing karakteristik informan.

c. Peneliti mencatat ..semua hasil wawancara mendalam dari

informan/narasumber

d. Peneliti ‘'merumuskan dan menganalisis hasil wawancara mendalam
dengan informan.

e. Peneliti melakukan diskusi dengan metode FGD kepada pimpinan
Puskesmas untuk mengetahui realita pelaksanaan desa dan kelurahan
siaga.

f. Peneliti mengatur jalannya kegiatan FGD telah dijadwalkan pada tanggal

20 Mei 2013

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



4214/41294 pdf

g. Peneliti mencatat dan merumuskan serta menganalisis data hasil

pelaksanaan FGD

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pemilihan Narasumber
1. Sumber Data Data
Pendekatan waktu dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah
Survey Cross Sectional atau penelitian tranversal yaitu suatu penelitian
dengan cara pendekatan, observasi atau pengumpulan data sekaligus pada suatu
saat (point time approach). Artinya setiap subyek penelitian hanya diobservasi
sekali saja dan pengukuran dilakukan terhadap status karakter atau variabel
subyek pada saat pemeriksaan. Hal ini tidak berarti bahwa semua subyek
penelitian diamati pada waktu yang sama. Untuk mendapatkan data atau
informasi tentang proses pengembangan desa siaga melalui pengumpulan data
yang terkait dengan unsur-unsur danproses desa siaga.
Berdasarkan sumbernya data dalam penelitian ini meliputi :
a. Data Primer
b. Data sekunder
2. Pengumpulan data primer
Data primer adalah data yang diambil langsung tanpa perantara
dari sumbernya. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara :
a. Wawancara mendalam
Wawancara  dilakukan secara langsung antara pewawancara
(interviewer) dengan terwawancara (intervewee). Selaku pewawancara

dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Sedangkan terwawancara
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berjumlah 35 orang adalah sebagai informan. Informan yang diwawancarai
dalam penelitian ini adalah Dinas Kesehatan, Badan Pemberdayaan
Kasubag perencanaan Dinkes, Masyarakat, Camat, Pimpinan Puskesmas,
Kepala Desa, Pengurus Desa Siaga, Unsur Lembaga Desa, Bidan Desa,
Tokoh Masyarakat, Masyarakat dan Kader Kesehatan.

b. Diskusi Kelompok Terfokus (Focus Group Discussion)

Focus Group Discussion (FGD) adalah teknik pengumpulan data yang
umumnya dilakukan pada penelitian kualitatif dengan tujuan menemukan
makna sebuah tema menurut pemahaman sebuah kelompok-dalam hal ini
dilakukan dengan para pimpinan Puskesmas. Teknik i digunakan untuk
mengungkap pemaknaan dari suatu kalompok berdasarkan hasil diskusi
yang terpusat pada suatu permasalahan tertentu. FGD juga dimaksudkan
untuk menghindari pemaknaan yang salah dari seorang peneliti terhadap
fokus masalah yang sedang diteliti. Pelaksanaan FGD dilakukan untuk
melihat sejauh mana tahapan proses pengembangan desa siaga dilaksakan,
menjelaskan  péranan masing-masing unsur yang terlibat dalam
pengembangan desa siaga.

3. Pengumpulan data sekunder
Data skunder adalah data yang diambil secara tidak langsung dari
sumbernya, yang dapat diambil dari dokumen.pengumpulan data sekunder
terdiri dari dokumen, laporan yang meliputi :
a. Data desa siaga yang telah dibentuk kelembagaannya di  wilayah

Kabupaten Kotawaringin Barat.
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b. Data desa siaga yang telah aktif kegiatannya di wilayah Kabupaten

Kotawaringin Barat.

c. Jenis dan data Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat di

Kabupaten Kotawaringin Barat.

Sebagai subyek penelitian ini adalah Penanggungjawab Program
Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga kabupaten beserta stakeholdernya
meliputi Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa,
Camat, Pimpinan Puskesmas, Kepala Desa, Pengurus Desa“Siaga, Unsur
LLembaga Desa, Bidan Desa, Tokoh Masyarakat, dan Kader Kesehatan.
Pengambilan informan didasarkan pada pertimbangan dan alasan kriteria
sesuai keperluan. Purposive sampling yaitu pengambilan sampel dalam hal
ini narasumber atau informan didasarkan atas pertimbangan tertentu yang
dibuat oleh peneliti sendiri berdasarkan dan bukan merupakan representasi
dari populasi. Dari 89 desa yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat akan
diambil informan dari’ desa siaga terpilih yang telah aktif maupun belum

aktif dalam mengembangkan desa siaga.

E. Metode Analisis Data
E.1. Pengumpulan Data Mentah

Pengumpulan data mentah merupakan tahap pengumpulan data yang
dilakukan melalui kegiatan wawancara, observasi lapangan dan kajian
pustaka. Pengumpulan data dilapangan dilakukan dengan wawancara
mendalam dengan narasumber sesuai dengan kepentingan penggalian data.

Perekaman data wawancara menggunakan recorder dan catatan hasil
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wawancara. Observasi dilakukan melalui pengamatan keadaan di lapangan
yang terkait atau menunjang hasil wawancara dan didokumentasikan dengan
kamera. Pencatatan hasil wawancara akan ditulis apa adanya ( Verbatim )
tanpa ditambah atau dikurangi tanpa dicampuri dengan pendapat atau
komentar peneliti.
E.2. Transkrip Data

Pada tahap transkrip data akan dilakukan penulisan dari catatan atau
hasil rekaman wawancara menjadi kalimat- kalimat atau hasil rekaman apa
adanya . Peneliti tidak akan menambahkan atau mencampuri tulisan
transkrip dengan pendapat, opini atau komentar lainnya. Data hasil
wawancara dan pertanyaan diformulasikan sebagai transkrip hasil
wawancara yang memuat identitas narasumber, karakteristik narasumber,
tanggal wawancara,hasil wawancara, dan review dari hasil wawancara oleh
peneliti

Dalam kertas transkrip data akan disediakan tempat kosong untuk
melakukan koding data.
E.3. Pembuatan Koding

Proses ini memerlukan kecermatan dalam melihat transkrip data
dengan teliti atas pernyataan - pernyataan strategis yang diberikan
narasumber kemudian dilakukan identifikasi kata-kata kunci dari pernyataan
narasumber. Pada tahap ini seluruh transkrip telah dilakukan koding yang
telah memuat™ kata kunci” dari pernyataan atau jawaban narasumber.Hal ini

dilakukan pada bagian kolom kode pada trnskrip hasil wawancara.
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E.4. Kategorisasi Data

Setelah data transkrip dikoding, maka pada tahap ini dilakukan
penyederhanaan atau mensarikan transkrip data kedalam item yang telah
mengikat konsep-konsep (kata kunci) sehingga dari sejumlah kata kunci
yang banya akan di kategorikan menjadi beberapa kategori untuk
mempermudah pengelompokan dari kata kunci.

Menurut Bodan & Biklen dalam Modul Metodologi Penelitian
Administrasi bahwa kode-kode ini meliputi : Setting Codes, Perpective
codes, process codes, activity codes,strategy codes, relationships and social
structure codes, methods, dan preassigned coding system.

E.5. Penyimpulan sementara

Dari hasil kategorisasi data peneliti sudah dapat mengambil
kesimpulan yang 100 % mutlak harus berdasarkan hasil data, yang masih
bersifat sementara. Dalam tahapan ini peneliti dapat melakukan komentar
atau Observer Coment (OC). Observer Coment ini dapat berupa :

a. Persetujuan térhadap apa yang dulakukan atau dikatakan oleh subyek
(narasumber)

b. Ketidak setujuan

¢. Menghubungkan data dengan teori

d. Pertanyaan baru setelah adanya data di lapangan

e. Perbandingan data dari pernyataan informan yang satu dengan lainnya

f. Peringatan untuk peneliti agar bisa memahami lebih lanjut dari data yang
diperoleh dilapangan.

g. Hal-hal yang terkait dengan subyektifitas peneliti.
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6. Triangulasi
Triangulasi merupakan proses check and recheck antara satu sumber
data dengan sumber data lainnya. Dalam hal ini akan diperoleh berbagai
kemungkinan, antara lain :
a. Satu sumber cocok atau senada dengan sumber lain (kohern)
b. Satu Sumber berbeda dengan sumber lainnya , tetapi tidak terjadi
pertentangan
c. Satu Sumber bertentangan 180 derajat ( bertolak belakang ) dengan
sumber yang lainnya.

Dalam hal lain menurut Bodan & Biklen analisis data juga dapat
didefinisikan sebagai proses mencari dan mengatur secara sistematik
transkrip interview, catatan di lapangan dan bahan-bahan lain yang Kkita
dapatkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap suatu fenomena
membantu mempresentasikan penemuan kepada orang lain. Triangulasi
dilakukan dengan membandingkan jawaban informan, misalnya antar bidan
desa, antar pimpinan_puskesmas untuk meyakinkan terhadap hasil jawaban
yang telah diperoleh.

Data hasil wawancara mendalam dengan informan dan pelaksanaan
FGD diolah dan dianalisis dengan metode content analysis. Analisis data
adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh
dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara
mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit,

melakukan sintesa, menysusun ke dalam pola, memilah mana yang penting
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dan akan dipelajari dan senajutnya mengambil kesimpulan sehingga mudah
dipahami baik oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data kualitatif memilah-milahnya menjadi yang dapat
dikelola, mensistensiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan
apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat
diceritakan kepada orang lain. Analisis data terutama difokuskan selama
proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Analisis data pada
penelitian ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan
setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Aktivitas dalam
analisis data dilakukan secara interaktif dan “bérlangsung secara terus
menerus sampai tuntas. Langkah langkah~dalam analisis data secara
interaktif adalah sebagai berikut :

a. Pengumpulan data
Pengumpulan data merupakan tahapan awal yaitu melakukan wawancara
dengan informan seésuai dengan pola purpossive karena penelitian ini
ingin menggali. dari informan sesuai kelompok karakteristiknya,
misalnya'Kepala Dinas, Camat, Pimpinan Puskesmas, Bidan, Kades dan
sebagainya. Selain wawancara juga dikumpulkan data melalui
dokumentasi laporan, foto kegiatan, Focus Group Discussion dengan
pimpinan Puskesmas dan bidan desa.

b. Reduksi data (data reduction)
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal hal yang pokok,

memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dalam
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mereduksi data, peneliti dipandu oleh tujuan utama yang ingin dicapai.
Tujuan utama penelitian kualitatif adalah adanya temuan.
c. Penyajian data (data display)

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat yaitu dengan teks
yang bersifat naratif.

d. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusions drawing /verifying)

Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian, biasanya dilakukan uji
validitas dan reliabilitas. Untuk mendapatkan data yang valid dan reliabel
pada penelitian kualitatif yang diuji adalah datanya.. Oleh kerena itu
penelitian kualitatif lebih menekankan pada aspek validitas.

a. Validitas (validity)

Pengujian validitas (keabsahan) terhadap hasil penelitian dilakukan
dengan cara triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan
sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan
waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik
pengumpulan data_dan triangulasi waktu. Hal ini dilakukan dengan
melakukan pertanyaan yang sama dengan informan lain, dan ditanyakan
kembali pada waktu yang lain apakah jawaban informan tetap konsisten.

b. Reliabilitas (reliability)

Pada penelitian ini uji reliabilitas (kepercayan) dilakukan dengan cara
audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Proses penelitian yang diaudit
meliputi penentuan fokus masalah, peneliti masuk ke lapangan, menentukan
sumber data, analisis data, uji keabsahan data, sampai dengan penarikan

kesimpulan harus dapat ditunjukan oleh peneliti. Peneliti melakukan
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evaluasi rangkaian urutan wawancara baik antar informan berdasarkan
karakteristiknya maupun waktu wawancara untuk menghindari kesalahan

atas pertanyaan dan jawaban pada informan yang satu dengan yang lainnya.
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B. SEKS| PELAYAMAN

B.SIE PELAYAMNAM
KESEHATN KHUSUS

KESEHATAN KHUSUS DAN RLJLIKAN
C.. SEESL JARAIRLAM
PELAYANAM
. SEKS] PELAYANAN KESEHATAN
KESEHATAN RUIUKAN MASYARAKAT
I A R, SO T T MRS S P e i =
3 BibANG A SEES] PENDHDGAN KESEHATAN DAMN A SEKS] PPROMOS]
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B. 5E¥S] REGESTRASE

B. SEKS XESEHATAN

DAN AKREDITASI IBL DAN ANAK
C_ SEES] PERENCANAAN
DAN
PEHDAYAGUNAAN
TENAGA KESEHATAMN . SEKSGIE]
BIDANG SURMBER M SERSI
4 ﬁ:ﬁm A SERS| JAMINAN DAYA KESEHATAN PEMEGEMBANGAN
KESEHATAN ST KESEHATAN
B. 5EKS)
KEFARMASIAN DAN
B. SEKS| KEFARMASLAN MAKANAN MINUMAN
. SEKSI SARAMA DAN C. SEKS| SARAMA DAN
PERALATAN PERALATAMN
KESEHATAN KESEHATAN
SEERETARIAT | TETAP SEKRETARIAT TETAP

Sumber : Dokumen usulan _revisi strukiur organisasi Dinas Kesehatan Tahun
2011

Stratepi dalam pembangunan kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat
menempatkan ‘pemberdayaan masyarakat sebagai pintu perbang peran serta
masyarakat. Desa siaga sebagai lembaga formal pemberdayasan masyarakat
memerlukan pengorganisasian denpan menerapkan visi misi yang jelas dalam
menuju masyarakat desa sehat dan mandiri.

Selain kebijakan dalam nomenklatur struktor organisasi  kebijakan
penyusunan anggaran program kesehatan disusun berdasarkan idemtifikasi
fokus masalah yang dihadapi program dan disusun melalui rapat perencanaan

anggaran program dilingkunpan Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin
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Drikungan dari desa khususnya kepada kader kurang pak. Kepala Desa
sangat susah orangnya gimana ya.. sangat susah untuk kita bicara.
Misalnya kita bicara begini tanggapan dia lain. Jadi ya susah sekali ya..
Kalau bisa ya pengertian dari kepala desa jangan tidak terlalu muluk
muluk , ia mintanya harus mulok-muluk akhimya tidak terlaksana.
Kepala desa sangat susah orangnya gimana ya.. sangat susah untuk kita
bicara. Misalnya kita bicara begini tanggapan dia lain. Jadi ya susah
sekali va..

Persepsi desa siaga yang befum sepenuhnya diterima dengan esensi yang
tepat oleh masyarakat, tokoh masyarakat, maupun pejabat Kepala Desa dan
aparatumya sama-sama mempunyai andil dalam memulai membentuk desa
siapa aktif. Kalau dibandingkan antara Desa Kumpai Bat Rawah dan Desa
Sido Mulye persepsi Kepala Desa Kumpai Batu Bawah sudah memasuki
pemahaman yang baik dan mendukunng melalui kebijakan, sedangkan
dukungan Kepala Desa’ Sidomulyo lebih kepada performa prestise yaitu
ambulans desa harus baik, pada hal menurut bidan desa yang penting ada
sarana ambulans dulu secepainya agar mempermudah rujukan. Kebijakan

Kepala Desa Kumpai Batu Bawah justrn tidak mendapat dukungan dari tokoh

masyarakat atau BPD nya,

Fokus atan ‘priofitas pembangunan didesa jupa akan mempunyai peran
penting dalam pengembangan desa siaga, bagi desa yang masih
memprioritaskan kegiatan-kegiatan fisik masih belum fokus dalam program
desa siaga yang tidak berdampak cepat seperti pembagunan fisik. Hal tersebut
terjadi di Desa Pangkalan Satu Kecamatan Kumai, yang awal
mengadvokasikan pengembangan desa siaga belum mendapat respon dan
pemerintah desa, sebagaimana kutipan vang disampaikan Bidan Jamilah :

Karena dari dulu sebenarnya saya sudah mengusutkan ke desa
bagaimana kita untuk membuat desa siaga dan waktu itu kepala desanya
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Desa siaga memang kita sudah melakukan koordinasi , dari Dinas
Kesehatan kan sudah menyampaikan it kendala ditingkat Puskesmas
yah, terutama dari desa kita sudah mensosialisasikan, sudah menawarkan
masing-masing pada rapat , APBDes’ di desa apar institusi leading sector
di desa itu agar dialokasikan anggaran, nah kelemahan dan kendala
dilapangan bahwa , para kades katakan bahwa anggaran yang tersedia di
ADD yang ada aja yang 40 — 60 % nggak mencukupi, nah..ini yang
kendala awal. Usul para kades agar bisa dibalik kebijakan dari dana
ADD yang tersedia dialokasikan , 60 % untuk rutin, 40 % untuk
pembangunan karena 40 % itu dengan catatan begini...untuk seluruh
desa ity kan dimas dan sehiuh SKPD  kabupapaten swdah melakukan
memenuhi standar-standar pembangunan secara umum, schingga jadi
dana ADD itu bisa memenuhi belanja 60 % , baru Desa bisa napas, nah
ini yang menjadi persoalan utama, karena yang sifatnya honorarium vang
ada di kelurahan, PKK itu tidak tercukupi apalagi nanti ménggagas desa
siaga, mereka katakan seperti itu.

Sedangkan Camat Arsel Drs Rody Iskandar, M.Si berpendapat :

Kami kemarin sudah konfirmasi dengan Puskesmas yang menjadi
tanggung jawab wilayah kita mulai dengan sosialisasi desa siaga yang
paling gampang kemarin saya mengoniolikan bagaimana kalaw dalam
konsep desa siaga kita persempit \dalam hal sanitasi dulu..apakah
misalnya jambanisasi, kebersihan lingkungan sanitasi dan sebagainya kita
masuk dalam hal-hal yang fokus pada masalah yang ada seperti itu. Kita
dalam pengkajian misal contoh yanhg gampang saja keberadaan mereka
yang desa batih itu dibdntdran sungai itu merubah mindset mercka
bagaimana misalnya kita tidak buang air besar di kali saja itu merupakan
pekerjaan menunit sayd bisa gampang dan bisa susah,oleh karena itu
pemahaman sosialisasi” dan perubahan mindset secara bertahap i
mungkin perlu lebih dahuly.

Dari pernvatadn kedua pejabat camat lersebut terlihat Camat Pangkalan
Banteng lebih mendorong upaya koordinasi melalui jalur advokasi anggaran

_ desa bagi kades untuk mendukung anggaran desa siaga meskipun kondisi
sumber daya anggaran desa banyak terkait dengan ketentuan yang belum
mampu mengakomodir pembiayaan desa siaga, tetapi mengajak mencari
terobosan sumber daya non pemerintah dari sektor pengusaha atan investor
besar vang ada didesa. Camat Arut Selatan berkoordinasi mengatur sirategi
desa prioritas untuk dikembangkan dan didorong menjadi desa siaga aktif

sedangkan desa yang sulit didorong akan digarap kemudian. Strategi ini akan
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Kalau di temen-temen Puskesmas sendiri  desa siaga sendiri konsepnya
sudah paham Cuma kekuranpgan kelemahan it ., kembali ke motivasi
pak.. itu sangat diperlukan, kalau mau di tingkatkan kalau motivasi
temen-temen didesa itu rendah kurang mau unituk mengajak masyarakat
yang lain, karena masalah sekarang yang sering itu salah satunya nggak
bisa dipungkiri ternan teman ttu kebanyakan kalau seperti di Puskesmas
Pangkalan Lada sebagian sudah senior , dia sudah merasa mentok dalam
fungsinya juga dalam kepangkatan , schingga bekera itu hanya untuk
memenuhi kewajiban dan untuk prestasi sudah tidak dipikirkan lagi jadi
untuk menpgerakkan mereka ini jelas money oriented. Jadi kalau ngpak
ada dananya itu sudah nanti — nanti aja.

H. Gusti Sadikin Pimpinan Puskesmas Kotawaringin Lama lebih menckankan
berjalan dan tidaknya desa siaga juga fergantung ada dan tidaknya kemauan
petugas untuk bergerak . Meskipun demikian dukunpan kepala desa juga tidak
bisa diabaikan, untuk itu ia berharap dapat didukung melalui Surat Edaran
Bupati bagi kades agar mendukung desa siaga Hal tersebut diungkapkan H
Gusti Sadikin berikut ini ;
Masalah keaktifan dandkemauan petugas. Apabila petugas kita di Pustu
ity mau aktif Insya Allah desa siaga itu akan berjalan dengan baik. Dari
eksternal kita ini dulningan dari kepala desa memang kurang Satu
contoh di desa Ipuh Bangun Jaya pada saat itu petugas Supriyadi itu desa
siaga sudah jalan; tetapi karena tidak ada dukungan dari Kepala Desa
sampai sckarang agak tertatih-tatih...nah ini dukungan dari kepala desa
ini, sangat penting maka kami minta kiranya bagaimana kedepan
menekan kepala desa dan aparat mungkin lewat Bupati atau bagaimsna
untuk mendukung Desa siaga di desanya masing-masing “.

Kurangnya advokasi oleh petugas keschatan kepada lintas seldor lain juga
menjadi faktor penghambat Kita ketahui bersama bahwa satu-satunya strategi
untuk mendapatkan dukungan dari pihak dan sektor lain dalam upaya program
apapun adalah advokasi. Advokasi merupakan kegiatan kita untuk meyakinkan

tentang sesuatu kepada orang lain atau pihak lain, sehingga pihak lain tersebut
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Dari aspek legal formal belum ada payung hukum dalam pembentukan desa
dan kelurahan siaga aktif termasuk dalam bentuk Peraturan Desa atau
Peraturan Kepala Desa untuk tingkat desa, keputusan camat, maupun dalam
bentuk Perda untuk tingkat kabupaten. Kesulitan pemerintah desa dalam
membual Perdes sehagai hambatan, meskipun upaya pelatihan pada program
PNPM pemnah dilakukan format penyusunan Perdes dari Kabag Hukum Setda
Kotawaringin Barat. Pihak Puskesmas juga mengusulkan sebagaimana
disampaiakan dr. Jordan dalam kegiatan evaloasi program promosi kesehatan :

Kalau hanya dari Puskesmas sendiri harus mengakemodir Perdes itu
akan kesulitan... untuk ity kami memerlykan, fasilitasi dari Dinas
Kesehatan agar dapat muncul Perdes- Perdes'yang dapat cara legal
mengatur teniang desa siaga aktif sendiri dimulai pembiayaan terus
kemudian kegiatan agar forum Komumikasi seperti SMD, MMD it
dapai tersclenggara secara rutin. Karena kalau sudah ada kebijakan yang
legal itu mau tidak mau setiap~desa nanti akan terjalin ssam forum

komunikasi  kemudian kegiatan-kegiatan yang  terus menerus
berkesinambungan dilaksanakan .

B6. Faktor-faktor peadorong dalam pengembangan Desa dan Kelurahan
Siaga aktif
Faktor pendorong adalab hal-hal yang menvangkut kebijakan, sikap dan
situasi kondisi yang turut memacu perkembangan suatu upaya dalam mencapai
target program. Dalam pengembangan desa dan kelurahan siaga akif periu di
identifikasi faktor-faktor yang mendorong upaya pengembangan desa dan
kelurahan siaga aktif.

Pertumbuhan ekonomi masyarakai melalui perturmbahan usaha perkebunan

telah memberikan dampak pada penghasilan masyarakat. Pemberdayaan
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tethadap pengembangan desa siaga . Seiring berjalannya wakty dampak
perkembangan desa siaga ditempat lain akhimya memicu pihak Desa
Pangkalan Satu untuk bergerak dan dengan potensi yang ada melalui dulungan
koperasi KUD Desa Pangkalan Satu menfasilitasi pengadaan ambulans desa
dan mendulkung kegiatan. Bagi bidan desa juga persaingan perkembangan desa
siaga ditempat lain telah memacu semangat untuk mengperakkan desa siaga di

Desa Pangkalan Satu, sebagaimana penuiuran Bidan Jamilah berikut ini :

Kamna dari dulu scbenamya sayd sudah mengousulian ke dosa
bagaimana kita untuk membuat desa siaga dan waktu'ilivkepala desanya
menjawab kita siap untuk MMD segala macam belum tercapai semuanya
Karena menyangkut biaya nah wakrtu itu juga désanya’ masih belumn siap
untuk. mendanai  karena dana sudah difokuskan wetuk hal-hal vang
berhubungan dengan desa jadi dana ke situ sepertinya masih belum bisa
difokuskan. Pada dasamya untuk dar ddlam vang dari perangkat desa
sendin mulai pelan-pelan mulai mendukung Cuma karena sayanya
sendiri yang masih belum siap untuk melaksanakan desa siaga itn. Ada
Taktor mendorong karcna . kayakoya sudah siap semua sehingga rmau
ndak mau saya harus bisa membuat desa siaga . lya karens temen —
temen semua juga sudah, mulai bergerak  dan di desa pun sudah
menyiapkan . Hanya~kalau sekamng ini kalau memang bisa kita
planingkan jauh-jauh hao kayaknya desanya siap apa yang kita inginkan
kayaknya siap... Tetapi lama kelamaan desa ftu sendiri ada kesadaran
tapi...waldu itu darn koperasi fu sendiri menyarankan , kalau memang
desa siaga“di buat bisa wwuk ambulans desa bisa disiapkan lewat
swailaya:

Pelayanan rajukan pasien didesa Sidomulyo, karena belum tereafisasi ambulans
desanya maka muncul inisiasi petugas untuk memanfaatkan mobil pribadi
dijadikan ambulans apa bila harus segera memjuk. Perbedaan pesersepsi bidan
desa dan kades akan jemis kendaraan menyebabkan pengadaan tertunda. Bidan
desa berharap yang penting ada kendaraan ambulans desa siaga, tetapi pihak
kades menginginkan kendaraan yang bagus, sehingga terlunda. Sebagismana di

uraikan oleh bidan Sepni kondisi di Desa Sidomulyo :
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dalam program desa dan kelurahan siaga aktif agar tidak menjadi persepsi yang
salah. Desa Siaga dalam persepsi vang tepat akan sangat mendorong
berjalannya desa dan kelurahan siaga aktif dengan baik begitu pula sebaliknya
persepsi yang kurang tepat akan melemahkan dukungan dalam implementasi
kebijakan . Dalam Kerangka pikir penelitian peran komunikasi adalah sebagai
faktor dalam peran lintas sekior atau lintas program dalam membentuk persepsi

yang baik dan tepat.
Implementasi Desa dan Kelurahan Siaga Akiif berdasarkan Indikaior

Dalam implementasi pengembangan desa siaga mengacn pada kriteria Desa

dan Kelurahan Siaga Aktif, vaitu:

a. Kepedulian Pemerintahan Desa atad Kelurahan dan pemuka masyarakat
terhadap Desa dan Kelurahan Siaga-Aktif yang tercermin dari keberadaan
dan keaktifan Forum Desa dan Kelurahan,

b. Keberadaan Kader Pemberdayaan Masyarakat’kader keschatan Desa dan
Kelurahan Siaga Aktif.

¢. Kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar yang
buka atau memberikan pelayanan setiap hari.

d. Keberadaan UKBM dan melaksanakan : penanggulangan bencana dan
kedaruratan keschatan, survailans berbasis masyarakat, penyehatan
lingkungan.

€. Tercakupnya pendanaan untuk pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga
Aktif dalam anggaran pembanguman desa atau kelurahan serta dari

masyarakat dan dunia usaha
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kebutuhannya, mengamwbil keputusan dan memantapkan mekanisme untuk
memenuhi kebutuhannya.

Studi Heller (1971} terhadap 260 orang eksekutif bisnis menunjukkan
bahwa parstisipasi memberikan manfaat antara lain :

a. Meningkatkan kualitas teknis dari pengambil keputusan

b. Meningkatkan kenyamanan

¢. Meningkatkan komunikasi

d. Memberi latihan kepada bawahan

e. Memfasilitasi perubahan,

Ada tiga dimensi dalam partisipasi :

a Keterlibatan dari semua unsur atau keterwakilan kelompol (group
representation) dalam pengambilan keputusan,

b. Kontribusi massa sebapai_pelaksana /implementator dari keputusan
yang diambil

¢. Anggota masyardkat.Sccara bersama-sama menikmati hasil dari

program yang dilaksanakan ( Sukijo, 2005:27%)

Selanjutnya kita bandingkan dalam skema Pemberdayvaan masyarakat,
maka akian lerlihat bahwa pemberdayaan masyarakat akan ferkait secara
erat dengan tiga hal pokok yaitu kearifan lokal (Local wisdom), institusi
dan individu, Ketiga komponen tersebul harus saling mendukung dan
metengkapi. Apabila satu dari ketipanya timpang maka tidak akan
terealisasi. Tujuan dari pemberdayaan masyarakat yaitu membangun
individw yang mandiri denpan pendekatan dan penguatan kelompok dan

tidak terlepas dari sosial sefting masysrakal yang akan diberdayakan.
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